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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis modal sosial dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang publik
melalui praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief di Desa Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso.
Penelitian dilatarbelakangi oleh kuatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas keagamaan yang
menunjukkan adanya kepercayaan, jaringan sosial, dan nilai gotong royong di masyarakat. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan
dokumentasi terhadap pengurus masjid, perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penarikan amal
periode 2006-2013. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan
teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial menjadi faktor
utama yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid. Selain itu, pemerintah desa berperan melalui
fungsi koordinasi, pengawasan, dan dukungan terhadap kegiatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah mampu mendukung penyediaan barang publik berbasis partisipasi
masyarakat secara efektif.

Kata Kunci : Modal Sosial; Keterlibatan Pemerintah; Barang Publik; Pembangunan Masjid; Penarikan Amal.
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provision of public goods through charitable fundraising for the construction of Al-Arief
Mosque in Prajekan Kidul Village, Bondowoso Regency. The study is motivated by
strong community participation in developing religious facilities, reflecting trust, social
networks, and mutual cooperation within the community. This research employed a
qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth
interviews, literature review, and documentation involving mosque administrators,
village officials, and local residents who participated in fundraising activities during the
2006-2013 period. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and
conclusion drawing using triangulation techniques. The findings reveal that trust, social
norms, and social networks are the main factors encouraging community participation
in mosque construction. In addition, the village government contributes through
coordination, supervision, and support for community activities. This study concludes
that collaboration between the community and the government effectively supports
community-based public goods provision.
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Pendahuluan

Pembangunan fasilitas publik di tingkat desa tidak selalu bergantung pada
kemampuan pemerintah semata. Dalam berbagai kegiatan pembangunan, masyarakat
sering kali menunjukkan partisipasi yang tinggi melalui gotong royong, sumbangan,
maupun bentuk kerja sama lainnya. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa
modal sosial memiliki peran penting dalam mendorong tindakan kolektif dan penyediaan
kebutuhan bersama (Santoso, Prof Thomas M, 2020, Kharisma et al., 2021; Alfiansyah, 2023;
Suriyani, 2025).

Dalam perkembangan administrasi publik kontemporer, penyediaan barang publik
tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebagai hasil
interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai
pemangku kepentingan lainnya. Pergeseran paradigma dari government menuju governance
menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan publik semakin bergantung pada
kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan dan
implementasi kebijakan. Pergeseran tersebut didorong oleh meningkatnya kompleksitas
permasalahan publik, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta tuntutan masyarakat
terhadap tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel (Ansell & Gash,

2007); (Emerson & Woo, n.d.). Dalam konteks tersebut, modal sosial menjadi salah satu
sumber daya yang penting karena mampu membangun kepercayaan (trust), memperkuat
jaringan sosial (social networks), serta membentuk norma bersama (shared norms) yang
mendorong tindakan kolektif dalam penyediaan barang publik(Gaebler et al., n.d.)

Salah satu bentuk penyediaan barang publik yang melibatkan partisipasi masyarakat
adalah pembangunan fasilitas keagamaan, khususnya masjid. Selain berfungsi sebagai
tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat
(Hildayanti & Wasilah, 2023; Fauziyah & Abdy, 2025). Keberadaan masjid memiliki
manfaat yang dapat dirasakan secara bersama (Mardi, 2024; Fathori, 2025; Hidayat et al.,
2025). Keberadaan dan pembangunan masjid di Indonesia juga tidak terlepas dari
pengaturan pemerintah mengenai pendirian rumah ibadah (Fauzul Kabir & Wahyu Trisno
Aji, 2025). Oleh karena itu, pembangunan masjid tidak hanya menjadi tanggung jawab
pengurus atau pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai
bentuk swadaya dan gotong royong (Bakara et al., 2024; Mainingsih, 2024; Alfiansyah,
2023); Waluyo, 2022; Brown et al., 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid tidak terlepas dari adanya
modal sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Kepercayaan, jaringan sosial, dan
nilai gotong royong menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
secara sukarela dalam memenuhi kebutuhan bersama (Nonci et al., 2024; Nst & Fahlevi,
2021; Aziz, 2025) . Kondisi tersebut banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan yang
masih memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan yang erat sehingga kegiatan berbasis
swadaya dapat berjalan dengan baik (Emy Kholifah, 2025; Fahmi & Panorama, 2025).

Fenomena tersebut dapat dilihat pada pembangunan Masjid Al-Arief di Desa
Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Pembangunan masjid ini
dilakukan melalui praktik penarikan amal yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam
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pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan data Kecamatan Prajekan
Dalam Angka Tahun 2024, masyarakat Kecamatan Prajekan masih memiliki hubungan
sosial yang kuat dan kehidupan berbasis komunitas yang mendukung tumbuhnya kegiatan
gotong royong (BPS, 2024). Selain partisipasi masyarakat, pemerintah desa juga terlibat
melalui pemberian dukungan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan yang dilakukan masyarakat (Seepma & Donk, 2020).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam
mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan berbasis komunitas melalui
kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang mendukung tindakan kolektif (Alfiansyah,
2023). Namun demikian, penelitian tersebut lebih banyak menyoroti peran modal sosial
masyarakat, sedangkan keterlibatan pemerintah dalam membangun dan memfasilitasi
kolaborasi penyediaan barang publik masih belum banyak dibahas. Dalam perspektif
collaborative governance, keberhasilan penyediaan barang publik tidak hanya ditentukan oleh
kuatnya modal sosial masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun
kolaborasi dengan berbagai aktor (Ansell & Gash, 2007).

Praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief menjadi menarik
untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana modal sosial dan keterlibatan pemerintah
dapat saling mendukung dalam penyediaan barang publik. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis modal sosial dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan
barang publik melalui praktik penarikan amal pembangunan Masjid Al-Arief di Desa
Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
memahami secara mendalam peran modal sosial dan keterlibatan pemerintah dalam
penyediaan barang publik melalui praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-
Arief di Desa Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena
penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial, interaksi antaraktor, serta makna
yang dibangun oleh masyarakat dalam kegiatan penarikan amal (Creswell & Creswell,
2018; Moleong, 2014; Sugiyono, 2016).

Lokasi penelitian berada di Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten
Bondowoso. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan
pihak-pihak yang terlibat dan memiliki pengetahuan mengenai proses pembangunan
masjid dan kegiatan penarikan amal. Informan penelitian terdiri atas kepala yayasan
masjid, ketua takmir, pengurus yayasan, perangkat desa, serta masyarakat yang terlibat
dalam kegiatan penarikan amal pada periode 2006-2013 (Arikunto, 2002; Dr. Emy Kholifah
R. & Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., 2025)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi,
dan studi pustaka (Zed, 2008). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi
mengenai praktik penarikan amal, bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat,
serta keterlibatan pemerintah dalam pembangunan masjid. Dokumentasi digunakan untuk
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melengkapi data berupa arsip, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan
Masjid Al-Arief.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang
meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).
Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber
dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan
informasi dari berbagai informan (Sugiyono, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Diskripsi Lokasi Penelitian ( Profil Desa )

Desa Prajekan Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Prajekan, Kabupaten
Bondowoso, yang memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan nilai kebersamaan,
gotong royong, dan partisipasi sosial yang masih kuat. Interaksi sosial yang erat
antarmasyarakat tercermin dalam berbagai kegiatan kolektif, seperti kerja bakti, kegiatan
keagamaan, dan pembangunan fasilitas umum. Kehidupan keagamaan juga berlangsung
aktif, dengan masjid dan musholla yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah,
tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat.

Desa Prajekan Kidul dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya
menunjukkan keterlibatan aktif dalam pembangunan Masjid Al-Arief melalui praktik
penarikan amal. Kegiatan tersebut mencerminkan adanya modal sosial berupa
kepercayaan, jaringan sosial, dan semangat gotong royong yang didukung oleh keterlibatan
pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan koordinasi. Karakteristik tersebut
menjadikan Desa Prajekan Kidul relevan sebagai lokasi untuk mengkaji modal sosial dan
keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang publik melalui pembangunan
masjid(BPS, 2024).

Sarana Prasarana Desa

Berdasarkan data tahun 2023, Desa Prajekan Kidul telah didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai, meliputi jaringan listrik, transportasi darat, komunikasi, serta
fasilitas ekonomi seperti perbankan, koperasi, pasar, dan minimarket. Kondisi tersebut
mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran berbagai aktivitas sosial maupun
ekonomi di desa.

Selain berfungsi sebagai penunjang aktivitas masyarakat, sarana dan prasarana desa
juga mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Ketersediaan
fasilitas umum memudahkan masyarakat untuk berinteraksi, berkoordinasi, dan
berpartisipasi dalam kegiatan bersama, termasuk kegiatan penarikan amal dan
pembangunan Masjid Al-Arief. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang tersedia turut
mendukung terbentuknya partisipasi masyarakat dalam penyediaan barang publik.

Sarana Prasarana Keagamaan.
Desa Prajekan Kidul memiliki sarana prasarana keagamaan yang terdiri atas 5
masjid, 45 musholla, dan 1 gereja. Keberadaan fasilitas tersebut mendukung pelaksanaan
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kegiatan ibadah sekaligus menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Berbagai kegiatan
keagamaan, seperti salat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar keagamaan,
secara rutin dilaksanakan di fasilitas tersebut sehingga memperkuat hubungan sosial
antarwarga. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan sarana keagamaan menjadi salah
satu faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
pemeliharaan Masjid Al-Arief melalui kegiatan penarikan amal.

Temuan dan Analisa Data
Norma ( Norms ) Sosial dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Penarikan Amal
Norma sosial menjadi salah satu unsur modal sosial yang mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Masjid Al-Arief. Norma tersebut tercermin melalui
kepatuhan terhadap nilai keagamaan, kebiasaan bersedekah, tradisi gotong royong, dan
dorongan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Desa
Prajekan Kidul, menyumbang untuk pembangunan masjid dipandang sebagai bentuk
ibadah sekaligus tanggung jawab sosial untuk memenuhi kepentingan bersama.

"Pernah menyumbang, saya ingin melihat jika masjid sudah berdiri dari hasil sumbangan

masyarakat dan semoga menjadi pahala jariyah.” (Muhammad Dirlie Fernando).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan menjadi motivasi utama
masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela. Selain didorong oleh ajaran agama,
partisipasi juga telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

"Kalau di sini memang sudah kebiasaan, kalau ada pembangunan masjid ya warga ikut

membantu, minimal menyumbang semampunya.” (Fitri Musdalifah)

Kebiasaan tersebut diperkuat oleh tradisi gotong royong yang masih terpelihara.
Masyarakat tidak hanya memberikan sumbangan berupa uang, tetapi juga tenaga dan
material sesuai kemampuan masing-masing.

"Donatur utama pembangunan masjid adalah masyarakat. Ada yang menyumbang genteng,

semen, dan kebutuhan lainnya. Pembangunan ini ada karena masyarakat.” (H. Supriyadi)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial tidak hanya membentuk perilaku
individu, tetapi juga menghasilkan tindakan kolektif yang memperkuat kolaborasi antara
masyarakat, pengurus masjid, dan pemerintah desa. Dalam perspektif collaborative
governance (Ansell & Gash, 2007) kepatuhan terhadap nilai keagamaan, kebiasaan
bersedekah, dan tradisi gotong royong menjadi modal sosial yang membangun
kepercayaan dan komitmen bersama dalam penyediaan barang publik. Sementara itu,
pemerintah desa berperan sebagai enabling government dengan memberikan dukungan
administratif, memfasilitasi koordinasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan
kolaborasi tersebut berjalan secara efektif.

Jaringan Sosial yang saling mendukung pembangunan masjid

Jaringan sosial merupakan salah satu unsur modal sosial yang berperan dalam
memperkuat hubungan antarmasyarakat, pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan
pemerintah desa dalam pembangunan Masjid Al-Arief. Hubungan yang erat tersebut
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memudahkan penyebaran informasi, koordinasi, serta mobilisasi partisipasi masyarakat
dalam kegiatan penarikan amal. Kedekatan sosial antarmasyarakat menjadikan informasi
mengenai kegiatan pembangunan masjid dapat tersebar dengan cepat melalui komunikasi
sehari-hari.

Salah satu informan menyampaikan bahwa:

"Kalau ada kegiatan seperti penarikan amal itu biasanya cepat diketahui warga, karena
sudah saling kenal dan sering komunikasi, jadi informasinya cepat menyebar.” (Bapak Adi
Purnomo)

Selain hubungan antarmasyarakat, jaringan sosial juga melibatkan pengurus masjid,
tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Pengurus masjid berperan membangun
komunikasi dengan masyarakat, sedangkan tokoh masyarakat membantu menyampaikan
informasi dan menggerakkan partisipasi warga. Pemerintah desa turut mendukung melalui
koordinasi agar kegiatan penarikan amal berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas
masyarakat.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan berikut:

"Kami dari desa biasanya bantu ngatur saja biar kegiatannya tetap lancar dan tidak
mengganggu.” (Bapak Adi Purnomo)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial tidak hanya mempermudah
penyebaran informasi, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpemangku
kepentingan dalam pembangunan Masjid Al-Arief. Dalam perspektif collaborative
governance (Ansell & Gash, 2008), hubungan yang terjalin antara masyarakat, pengurus
masjid, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa membentuk proses kolaborasi yang
didasarkan pada komunikasi, kepercayaan, dan tujuan bersama. Sementara itu, keterlibatan
pemerintah desa dalam memberikan dukungan administratif dan koordinasi menunjukkan
pelaksanaan fungsi enabling government, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan
masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penyediaan barang publik.

Kepercayaan ( trust)

Kepercayaan (trust) merupakan unsur modal sosial yang berperan penting dalam
mendorong partisipasi masyarakat pada kegiatan penarikan amal pembangunan Masjid Al-
Arief. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan
dana, kredibilitas pengurus masjid, serta keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan.
Masyarakat cenderung lebih bersedia berpartisipasi apabila meyakini bahwa dana yang
disumbangkan dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sesuai tujuan
pembangunan masjid.

Salah satu informan menyampaikan bahwa:

"Kadang masyarakat ingin tahu juga uangnya dipakai untuk apa saja, biar jelas dan tidak
menimbulkan pertanyaan.” (Ibu Amsiyana)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi menjadi faktor penting
dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selain itu, kedekatan
sosial antara masyarakat dengan pengurus masjid turut memperkuat rasa percaya sehingga
masyarakat lebih yakin untuk memberikan sumbangan.
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Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan lain:
"Kalau sama pengurus ya percaya saja, soalnya sudah kenal juga orangnya.” (Ibu Ani)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun melalui
keterbukaan pengelolaan dana, tetapi juga melalui hubungan sosial yang telah terjalin
antara masyarakat dan pengurus masjid. Dalam perspektif modal sosial, kepercayaan
menjadi dasar terbentuknya kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kepercayaan tersebut
mendorong masyarakat untuk berkontribusi secara sukarela sehingga memperkuat proses
collaborative governance dalam penyediaan barang publik. Di sisi lain, pemerintah desa turut
mendukung terciptanya kepercayaan melalui fungsi enabling government, yaitu dengan
memberikan dukungan administratif serta menjaga koordinasi agar pelaksanaan penarikan
amal berlangsung tertib dan akuntabel.

Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Barang Publik

Peran pemerintah dalam penyediaan barang publik pada pembangunan Masjid Al-
Arief diwujudkan melalui keterlibatan, dukungan, dan fasilitasi terhadap kegiatan
masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa yang menempatkan pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan partisipatif
serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan
tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan
barang publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak berperan sebagai
pelaksana utama pembangunan masjid, melainkan memberikan dukungan melalui
koordinasi, pendampingan, serta kemudahan administratif agar kegiatan penarikan amal
dapat berjalan dengan tertib. Salah satu informan menyatakan:

"Dari pihak desa itu ada yang ikut juga, bahkan dulu mantan kepala desa pernah ikut bantu

waktu pembangunan, jadi tidak hanya masyarakat saja yang terlibat.” (Bapak H. Supriyadi)

Selain terlibat dalam beberapa kegiatan pembangunan, pemerintah desa juga
memberikan ruang bagi masyarakat untuk menginisiasi pembangunan secara mandiri.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan fasilitasi sehingga kegiatan
masyarakat dapat berlangsung tanpa hambatan.

"Kami dari desa biasanya bantu dari sisi koordinasi saja, biar kegiatannya tetap berjalan

lancar dan tidak menimbulkan masalah.” (Bapak Adi Purnomo)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan fungsi enabling
government, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi
secara aktif tanpa mengambil alih peran masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.
Dalam perspektif collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), pemerintah berperan
sebagai fasilitator yang membangun komunikasi, koordinasi, dan dukungan terhadap
kolaborasi antara masyarakat, pengurus masjid, dan tokoh masyarakat. Sementara itu,
masyarakat tetap menjadi penggerak utama melalui kontribusi tenaga, material, maupun
dana yang dihimpun melalui penarikan amal.

Penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief berakhir pada tahun 2013

setelah pembangunan utama masjid selesai. Namun, partisipasi masyarakat tetap berlanjut
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melalui sumbangan sukarela untuk pengembangan fasilitas masjid, seperti perbaikan
tempat wudhu, pengadaan pendingin ruangan (AC), dan penambahan fasilitas lainnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial yang telah terbentuk selama proses
pembangunan mampu menjaga keberlanjutan penyediaan barang publik melalui sinergi
antara masyarakat dan pemerintah desa.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam
penyediaan barang publik melalui praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-
Arief di Desa Prajekan Kidul, Kabupaten Bondowoso. Kepercayaan, norma sosial, dan
jaringan sosial menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat secara
sukarela dalam mendukung pembangunan masjid. Nilai keagamaan dan budaya gotong
royong yang berkembang di masyarakat turut memperkuat keberhasilan penggalangan
dana dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, keterlibatan pemerintah desa melalui fungsi koordinasi, pengawasan, dan
dukungan terhadap kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi antara
masyarakat dan pemerintah mampu mendukung penyediaan barang publik berbasis
partisipasi masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, penguatan modal sosial dan sinergi
antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dipertahankan dan dikembangkan untuk
mendukung penyediaan berbagai barang publik lainnya di tingkat lokal.
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